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Abstrak
Narkotika dan Psikotropika bermanfaat wuntuk kalangan
medis dengan tujoan kemanusiaan. Ralam perjalamannya,
Narhotika dan Psikotropilka seringkali disalahgunakan oleh
sebagian generasi muda, sehingga menimbulkan kekbhawatiran
Indonesia kelak tahun 2020 akan mengalami lost generation.

Unituk mengantisipasi hal ini. pemerintah telah me
nerbitkan U0 No. 5718997 tenlang Psikotropiks dan U0 No.
ASIHET tentang Narkotiks dengan ancaman hukuman relatif

J51 bagi pemskai, pensedar manpun pengedar terorganisir.
Meskipun demikian, peredaran barang terilsrang tersebut
tetap saja tinggl dan menghkhawatirban berbsgai kalangan,
seliingga  harus dilakukan tindaksn tegas agar peredarannya
tidak semakin meluas di masyarabat, :

FENDAHULUAN

Penvalahgunaan dan peredaran narkotika serts ohat-ahat
berbahaya vang sering dizsingkat dengan Napza. akhir-akhir
ini semakin meninghkat di kalangan generasi mnuda. Kondisi
ini sudah sampai pada tingkat vang mengkhawatirkan bahlkan
telah meresahkan masvarakat. Jiksa hal ini tidak segera
diantisipasi dan ditindak tegas, diperkirakan 280 tshun vang
akan datang Indonesia aksn mengalami lost generstion.

Diperkirakan, Indonesia bukan lagi sekedar wilavsh
transit atau wilayah pemssaran narkotika atavpun zat adik-
£if lainnya. akan tetapi telah menjadi salah satu ekspor-
tir. Hal dni terungkap dengan ditanghkapnya 3 WNI pelaku
renyelundupan ekstasi buatan Indonesia di Bandara Honghkong
dengan tujusn Cina. Salah seocrang disntaranyve bernama
Achmadi Surya (47 tahun) mendekanm dipenjara Lai Chi Kok
karena menjalani hukuoman 15 tahun.

Data terkahir kejahatan Napza vang dimiliki Badan
Roordinasi HNarkotika Nasional (BENK ), di Indonesia jumlsh
perkara kejahatan narkotika naik 111,18 % dari 1.279 kasus
pada tahun 1999 menjadi 2.781 kasus pada tahun 290@. Semen-
tara tindak pidana konsumsi narkotika meningkat 176,71 %
dari 188 kasus pada tahun 19993 menjadi 532 kasus pada tahun
20803 . Kasus tindak pidana psikotropika juga naik 142 % dari
183 kasus pada tahun 1999 menjadi 443 kasus pada tahun 2003
{Mediz Indonesia, AL SZ0EAL )

Selanjutnya menurut Irjen Folri, ZKomisaris Jenderal
Ahwil Luthan pada pembentukzn Badan Eoordinasi MHarkotika
Daerah di Padang, selama tahun 1899 telah disita sejumlzah
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la,1 kg ganja, 370 butir ekstasi, 187 butir pil nipam. B,5
kg shabu-shabu dengan tersanghka sebanyal 58 orang. Sedang-
kan tehun 2000 berhasil disikat aparat sejumlah 57,7 kg
ganja, 1Y butir ekstasi, 6,5 gram putau dan 59 gram shabu-

5 M2
shabu dengan €8 orang tersangksa (Ningguan Target No. 12
Tahun I, 38 April-6 Mei 2821).

KEemudian =ampal akhir April tahun 2801, Polda Sumbar
telah mengungkapkan 17 kasus Napza dan meringhkus 43 ter-

sangka. Tiga diantaranya wanita termasuk ratu shabu-zhabn
dari Bukittinggi. Dari 17 kasus vang terunghap, 14 kasus
dengan 33 tfersangka diantaranys narkotika. PBarang bukti

L |
vang berhasil didapatkan adalah 72 batang pohon ganja, 3,79
kg dsun ganja kering dan sembilan paket putan (8,5 Eram).
Sedangkan 3 kasus lainnva menyangkut psikotropika dengan 10
tersanghka dan 32 gram shabu-shabu serta sejumlah peralatan
vang digunakan untuk menyabu (Singgalang, 12/85-2081).

Salah satu efek samping vang berbahava adalah dapat
mengakibathkan sindroma ketergantungan apabila peEnggunanya
tidak dibawah pengawasan dan petuniuk tenaga ahli kesegha-
tan. Hal ini tidak saja merugikan bagi penvalahgunanya,
Juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional,
sehingga menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan negarsa.

Kota Payakumbuh =secara geografis dan teritorial,
merupakan daerah yang bukan tidak mungkin dapat menjadi
sasaran beredarnya Napzas karena berada pada lintasan stra-
tegis. GSebetulnva pemerintah telah mengeluarkan UU HNo. .5
Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997
tentang Harkotika, dimana diatur sedemikian rups sanksi
hukuman bagl pengguna maupun pengedar Napza.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana penerapan UU No. 5/1997 dan UU Ho. 22/1997 di-
Kota Payakumbuh?

2. Apakah upaya yang dilakukan pihak terkasit dalam menang -
gulangi dan memberantas Napza di Kota Payakumbuh?

HETODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan social legal research yaitu penelitian hukum
vang menekankan padsz aspek hukum dan motivasinya dikasithkan
dengan masalah wvang akan diteliti.

FPenentuan informan dan responden dilakukan secars
purposive sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara mendalam (depth interview) dan studi
dokumen. Sebelum dilakukan kedua tehnik tersebut, terlebih
dahule dilakukan rapport untul meminimalisir keterasingan
peneliti dengan responden dan sekaligus menjajaki fisibili-
tas untuk dapat bekerjasama (Faisal,L18980:54-55),
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fnalisis dan interpretasi data dilakukan secara kuali-

Lif wuntuk mendapatkan kesimpulan vang berkaitan dengan
permasalahan.

HAL NARKOTIKA DAN PSIKOTROPTEA

Harkotika adalah =af atai obat vang beraszal dari
Lanaman atau boukan tanaman baik sintetis mavpun seml Sinte-
£is vang dapat menyvebabkan penurunan dan perubahan keszda-
ran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilanghkan rasa

nyveri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 butir 1
Ul No, 22,1897 ).

Pengertian narkotika dalam buky Narcotie JTdentifica-
tlon Manual yang diterbitkan oleh Biro Bea dan Cukai Ameri-
ka, adalah candu, ganja, kokain, zat-=zat vang bahan mentah-
nya diambil dari benda-benda tersebut; wvakni morfin, he-
roin, codein, hashisch,cocaine dan termasuk juga narkotika
sintetis vang menghasilkan zat-zat, obat-obat wyang tergo-
long dalam hulucinogen dan stimulant (Prakoso, I1987:481),

Menurut Scedjono Dirjosisworo narkotika adalah- zab
yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang
mempergunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh
tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan
semangat dan halusinasi atau timbulnysa khavalan-khayalan
(Scedjono, 1989F:3).

Sementara itu pengertian psikotropika adalah zat, baik
alamiah. mauvpun sintetis bukan narketiks vang berkhasiat
psikosktif melalui pengaruh selektif pada susunan sarafl
pusal yang menyebabkan perubahan khas rada aktivitas mentsal
dan prilaku (Pasal 1 butir 1 UU No. 5-71887).

Dengan adanvya pendaruh dan akibat negatif tersebut,
pemerintah melalui UU Ho. 5/1997 dan UU No. 22/1387 menga-
tur hal ini sedemikian rupa. Tujuan pengaturannya adalsah
untuk menjamin ketersediaan obat untuk kepentingan pelaya-
nan kesehatan dan atan pengembangan  ilmu pengetahuan,
mencegah terjadinya penyalahgunaan serta untuk memberantas
peredaran gelap.

HMenurut A. Gumilang (1893 &) bahaya penvalahgunaan
narkotika antara lain
1. Ganggungan kesehatan fisik seperti

a. ketergantungan, apabila terjadi penghentian pemakai-
an ataupun mengurangi dosis akan menimbulkan gejala-
gejala baik ringan maunpun berat, bahkan dapat menga-
kibatkan kematian.

b. pemakaian narkotika pada Jenis tertentu (misalnya,
morfin, heroin) yang menggunakan alat suntik dan
cairan pelarut yang tidak steril menyebabkan penvakit
radang hati, radang ginjal, radang jantung, radang
paru-paru dan penularan HIV.
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. hkeadaan gawat sampai dengan kematian akibat kelebih -
an dosis,

2. Gangguan kesehatan Jjiwa seperti gangguan kosentrasi. pe-—
nurunan daya ingat, gangguan proses herfikir dan gan
guan prilaku,

3. Gangguan fungsi sosial/pekeriman.

d . Gangguan ketertiban dan keamanan .

i, T
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Pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1997, narkotika dibagi
atas 3 golongan yakni
1. Narkotika gol. I yaitu narkotika vang hanva dapat di -
gunakan untuk pengembangan 1lmu pengetahuan dan  tidak
digunakzn dalam terapi serta mempunvai potensi sangat
tinggl mengakibatkan ketergantungsan.
2. Harkotika gol. II yaite narkotika vang berkhasiat peng -
obatan digunakan sebagail pilihsn terakhir untnk terapi
dan atau wntuk tujuan pengembangzn  ilmu pengetahuan
serta mempunyal potensi tinggi mengakibatkan ketergan-
tungarn.
Narkotika gol. III yaitu berkhasiat untuk pengobatan
vang banyak digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi lebih ringan menga-
kibatkan ketergantungan.

wa

Pslkotropika dapat digolongkan menjadi 3 golongan
vaitu

1. Psikotropika gol. I adalah psikotrpika yang hanya dapat

digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

untuk terapil serta mempunyai potensi amat kuat vang
mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika gol. II adalah psikotropika yang berkhasiat

rengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atan

untuk pengembangan 1ilmu pengetahusn serta mempunvai
rotenzi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3. Psikotropika dol. III adalah psikotropika vang berkhasi-
at pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan/atan
untuk 1lmu pengetahuan serta mempunyai potensi  sedang
mengakibatkan sindroma ketergantungan.

4. Psikotropika gol. IV adalah psikotropika vang berkhasiat
pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi
dan/atan uwntuk tujuan ilmu pengetahuan serta meEmpunyal
potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

[a%]

Penyalahgunaan dan peredaran Napza merupakan perbuatan
vang bertentangan dengan hukum atau tindak pidana. Oleh
sebab itu terhadsp pelskunya dapat dijatuhkan sanksi pidana
sebagalimana ditentukan Pasal 59 s/d 72 UU Ho. 5/1997 Jc
Fasal 78 s/d 1@ UU Nao, 22/1847.

EASUS PSIKOTROPIEA DAN NARKOTIEA

Berdasarkan hasil penelitian, di Eejaksaan HNegeri
FPayakumbuh pada tahun 2000 terdapat 3 kasus psikotropika
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dan 28 kasus narkotiks. Sedanghan =ampai bulan Agustus
tahun 2081 Lerdapat 3 kagyus psikotropika dan 18 kasus
farkotika.

Sementara itu, di Fengadilan Negeri Fayakumbuh pada
tahun 2000 terdapat 2 kasus psikotropika vang telsah disi-
dangkan dan divonis, szedanghan kasus narkotiks g telah
disidangkan dan divonis. Fada tahun 2801 sampai bulan
Agustus telah disidangkan dan divonis sejumlah I kasus=

psikotropika dan 11 kasus narkotika,

Terdapatnya perbedsan angka perkara antara Kejaksaan
Wegeri Payakumbuh dengan Pengadilan Hegeri Favakumbuh
karena di Payakumbuh hanya terdapat 1 Eejaksaan Negeri yang
menerima perkara dari 2 wilayah yakni Kabupaten 50 Rota dan
KEota Pawvakumbuh sendiri. Dengan demikian terdapat perkars
vang disidangkan di PN Fayakumbuh dan PH Tanjung Pati.

Ketika ditanyakan mengenai tuntutan dan vonis kepada
rezponden (Kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilany, respon-
den mengacu kepada substansi Pasal dalam UU H@. 5/1897 dan
UU Ne, 2271897, Hisalnya, ketentuan pidana pada Pasal 78 UU
No. 22/1997 dimana disebutkan (1) barangsiapa tanpa hak dan

melawan hukum a) menanam. memelihara, mempunvai dalam
bersediaan, memiliki, menyimpan, stau menguassi narkotika
gol. T dalam bentuk tanaman; atau b) memiliki. menvimoarn

untuk dimiliki atay ontuok bersediaan. sataop menguassi narko-
tika gol. I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepunluh) tahun dan dends praling bayvak Fp.
5008.028. 002 (lima ratuos Juta rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 78 disebuthkan (1} barangsiapa
tanpa  hak dan welawan hulkum- a) memiliki, menyimpan untuk
dimiliki atau untuk persediasn. atsy Mmenguasal narkotiks
gol. I, dipidana dengan pidana peniars paling lams 7
(tujuh) tahun dan denda raling banyak Rp. 2588 483 402 (dua
ratus lima puluh juts rupiah). b) memililki, menyimpan untulk
dimiliki atau untulk bersedisan atau menguasai narkotika
gol. ITII, dipidansa dengan pidana peniara paling lama &5
(Iima) tahun dan denda paling banyak FRp. 188 aag. aog
(seratus juts rupiah).

Heskipun ancaman hukuman terhadap pelaku narkotika dan
psikotropika relatif berat, namun senyataannya peredaran
narkotika dan psikotropika tetap saja semakin luas.

UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NAPZA

Hengenai upava penanggulangan renvalahgunaan dan
peredaran HNapza, dilakukan Wwawancara dengan Kepala EKeijak-
saan HNegeri Payakumbuh Syahiruddi Mar, SH (responden’ dan
Wakil FKetua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Gusrizal, SH (re-
spunden). Henuruot responden, pihak Kejaksaan Negeri dan
Pengadilan Negeri menggunakan 2 {(metods) penanggdulangan
vakni metode preventif dan represif.,
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Fada mefode preventif, dilakukan penvoluhan huokom
kepads generasi muda usia sekolah wyang rentan  terhadap
pengaruh narkotikas dan psikotropika, bersubstansi  edukatif
tentang bahava vang ditimbulkan akibat mengkonsumsi nasrko-
tiks dan psikotropika. Biasanya hkegiatan penvuluhan huokum
ini melibathkan Bagian Hukum Pemds Tingkat II, aparat Xepo-
lisisan, Pengadilan Negeri dan Keijasksaan cherl.

Tujuannya adalah agar pada generasi muds timbul  kesa-
daran dan kewaspadaan serta memiliki dava tangkal terhadap

ekses narkotbtika dan psikotropika, sehingga terbina dan
tercipta kondisi prilaku & norma hidup bebas narkoba
(menolak keJahatan narkoba). Di samping itu, dilakukan Juga

upava untuk mencegah terjsdinva Htjahatan Napza melalui
pengavwasan  langsung Jalur peredaran gelap Hapzs dengan
tujuan kejahatan ini tidak berkembang luas di masvarakat.

Kemudian tindakan represif dilakukszsn, melalwni panindd—
#an dan penegakan huokum dengan menuntut serta menjatuhkan
sanksi yang tegas dan hukuman yvang berat terhsdap mereka
vang terlibat Napza sesuai dengan substansi pasal UU Narko-
tika dan UU Fsikotropika. Dengan sanksi wang tegas dan
konsisten, diharapkan dapat membuat jera pelakn dan Jjuga
dapat mencegah calon pelaku agar tidak melakukan kejahstan
sejenis.

i samping aparat penegak hukoum, sejumlah 180 orang
ninik mamak Jjuga diambil =zebagai responden. Ketika ditanya-
kan pendspat mereka tentang maraknyas peredaran Hapza, tidak
satupun darl responden vang dapat menerima iika anak keme-
nakan mercka terlibat Mapza. Adapun salah satu upava agar
anak kemenakan tidak terlibat Napza adalah, dengsn l1ebih
memberikan perhatian terhadap anak kemenakan dalam kegiatan
sehari-hari, memberikan ©pengertian tentang bahaya vang
ditimbulkan oleh Hapea, sertas memberi mereka bekal iman
vang lebih agar anak kemenakan mempunyai dava tangkal dari
dalam terhadap pengaruh Napza.

Keikut sertaan ninik mamak dalam upava penanggulangan
bahava Hapza ini, sesuai dengan amanat UU Heo. 571997 dan U0U
No. 22/1987. Dalam UU dimaksud disebutkan, bahwa (1)} masya-
rakat mempunyval kesempalsn vang selvas-luasnyva vntuk her-
peran serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberan-
tasan penyalahgunaan dan peredaran gelap nparkotikas dan
psikotropika. (2) masyarakat wajiib melsporkan kepads peia-
bat yang berwenang apabila mengetahul adanya penyalzhgunaan
dan peredaran gelap narkotika. (3) pemerintah wzajib mem-
berikan Jaminan keamanan dan perlindungan kepads pelapor
sehagaimana dimaksud dalam ayat (7). Kemudian pemerintah
memberi penghargaan Repada anggota masyvarakst sitan  bhadan
vang telsh berjesa dalam membantu upaya pencegahsan an
pemberantasan penvalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika/spsikotropika dansalaw pengungkapan tidak pidana
narkotika dan psikotropiks.
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PERUTUP

Dari uraidn hazil penelitian di atas: dapat disimpul-

wan bebersps hal, yaity

1. Penerapan substansi UM Ho. 3/1997 dan HU No., 22/1997
dengan ancaman huokuman yang i

inggi, terlihat tidak cubkup
membuat  takut para pelakn Barkotika dan Paikotropiks,
Hal ini terlihat dasi senakin Lingginys peningkatan
oelakn  tindak pidans narkotika dan Psikotropika di
FPayakumbuh dari tshun ke tahun.

2. Upayva yang dilakukan oleh Aparat penegdak  hukum  dalam

meminimalisir tingginya angha pelaka kejahatan nmarkotika
dan psikotropiks adalah dengan cars preventif dan rEpre-
sif. Artinya, dilakukan pencedahan sehelum SeEsgaTrang
terlibat dengan narkotika dan psikotropika dan iuga
diterapkan ancaman hukuman vang tinggi agar calon pelakn
menjadi takout dan tidak melakukan kejahatan sejenis.

Redepan, kiranya aparat penegak hukom dan  masvarakat
luas agar lebih proaktif lagi mencermati berkembangnyva
persdaran narkotika dan psikotropika ini, sehingga kekha-
watiran kita akan mengalani lost  generation tahun 2@z
rmudeh-mudahan tidak cukup terbukti.
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